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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/3518/KPU-

Kab/VII/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN DAN PELAYANAN 

INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan 
dokumentasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana; bahwa dalam rangka 
melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 01 
Tahun 2015, KPU Kabupaten perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur 
layanan  informasi Publik berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan 
Pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Nganjuk tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan dan Pelayanan 
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk. 

 

 Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah 

 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
Tentang Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Telah Diubah Terakhir 
Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi 
Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 
Publik; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Standar Layanan 
dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
88/Kpts/ KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan 
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. 

 

 

 



 Dalam Keputusan Nomor  04/HK.03.1-Kpt/3518/KPU-Kab/VII/2021 Tahun 2021 

 diatur tentang: 

 Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Penanganan Keberatan Terhadap 
Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengecualian  Informasi, Tata Cara 
Penyusunan Daftar Informasi Publik, Tata Cara Penyusunan Laporan Pelayanan 
Informasi 

 
CATATAN: -  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Juli 2021 


